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ABSTRACT

The main objective of this study is to evaluate the tax amnesty policy and voluntary
disclosure program in the context of the principles of Maqashid Syariah, which include the
protection of religion, life, mind, descendants, and property. The tax amnesty policy in Indonesia,
introduced in 2016, managed to collect IDR 147 trillion from 1.1 million taxpayers,
demonstrating the potential of this policy in improving tax compliance. However, challenges such
as lack of public understanding and negative stigma towards taxes still need to be addressed.
Voluntary disclosure programs have also shown mixed results, with the need to increase
participation through better education. This study concludes that in order to achieve the
objectives of maqashid syariah, this policy must be implemented with transparency,
accountability, and social justice, so that it can provide significant benefits to society and the
state. Recommendations to improve the effectiveness of this policy include better socialization, a
strict monitoring system, and allocation of funds raised for social programs

Keywords: Tax Amnesty; Voluntary Disclosure Program; Maqashid Syariah, Tax Compliance;
Social Justice.

ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan amnesti pajak dan
program pengungkapan sukarela dalam konteks prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang
mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan amnesti pajak di
Indonesia, yang diperkenalkan pada tahun 2016, berhasil mengumpulkan Rp147 triliun dari
1,1 juta wajib pajak, menunjukkan potensi kebijakan ini dalam meningkatkan kepatuhan
pajak. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman publik dan stigma negatif terhadap
pajak masih perlu diatasi. Program pengungkapan sukarela juga menunjukkan hasil yang
beragam, dengan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi melalui pendidikan yang lebih
baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan maqashid syariah, kebijakan
ini harus dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, sehingga dapat
memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Rekomendasi untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan ini meliputi sosialisasi yang lebih baik, sistem
pengawasan yang ketat, dan alokasi dana yang dihimpun untuk program sosial.

Kata Kunci: Amnesti Pajak; Program Pengungkapan Sukarela; Maqashid Syariah, Kepatuhan
Perpajakan; Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela merupakan
langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan
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kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak. Dalam konteks negara dengan
mayoritas penduduk Muslim, penting untuk menganalisis kebijakan ini dari
perspektif Magashid Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan
mengevaluasi kebijakan amnesti pajak dan pengungkapan sukarela dalam kerangka
Magashid Syariah.

Kebijakan amnesti pajak di Indonesia, yang diperkenalkan pada tahun 2016,
berhasil mengumpulkan sekitar Rp 147 triliun dari 1,1 juta wajib pajak yang
berpartisipasi (Kementerian Keuangan, 2017). Program ini memberikan kesempatan
kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum dilaporkan tanpa dikenakan
sanksi berat. Dalam perspektif Magashid Syariah, kebijakan ini berkontribusi pada
keadilan sosial dan perlindungan harta, di mana setiap individu diharapkan untuk
memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih ada, terutama
terkait dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang manfaat amnesti
pajak dan adanya skeptisisme terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting
bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan pajak, serta melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar
masyarakat lebih percaya dan berpartisipasi aktif dalam program ini.

Program pengungkapan sukarela (PPS) juga menunjukkan potensi yang
signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Data menunjukkan bahwa pada
tahun pertama pelaksanaan PPS, terdapat peningkatan sekitar 30% dalam jumlah
wajib pajak yang mendaftar dibandingkan tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal
Pajak, 2022). Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala yang
dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara
kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela dengan prinsip-
prinsip Magashid Syariah. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat
memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara, serta mendorong
partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.

Kebijakan amnesti pajak yang diperkenalkan pada tahun 2016 memiliki latar
belakang yang cukup kompleks. Dalam konteks perekonomian Indonesia yang
beragam, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendapatan negara yang
dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Upaya ini
diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan
mendukung kemandirian ekonomi. Dalam hal ini, amnesti pajak menjadi solusi yang
diharapkan dapat menarik dana yang tidak terdaftar dan meminimalisir
penghindaran pajak.

Di negara-negara lain, seperti Italia dan Spanyol, program amnesti pajak juga
pernah diterapkan dengan hasil yang bervariasi. Di Italia, misalnya, program ini
berhasil mengumpulkan lebih dari €5 miliar dalam waktu singkat. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, amnesti pajak dapat menjadi
instrumen yang efektif dalam meningkatkan pendapatan negara. Namun, penting
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untuk diingat bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada penerimaan
masyarakat dan pemahaman mereka tentang manfaat yang ditawarkan.

Dalam konteks Maqashid Syariah, penting untuk mempertimbangkan nilai-
nilai yang mendasari kebijakan ini. Salah satu tujuan utama dari Maqashid Syariah
adalah untuk mencapai keadilan sosial. Dalam hal ini, amnesti pajak dapat dilihat
sebagai langkah untuk mengurangi ketidakadilan dalam sistem perpajakan, di mana
individu yang sebelumnya tidak melaporkan aset mereka diberi kesempatan untuk
melakukan hal tersebut tanpa takut akan sanksi berat. Ini menciptakan lingkungan
yang lebih adil bagi semua wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap harta juga merupakan salah satu aspek penting dalam
Magashid Syariah. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk
melaporkan aset mereka secara sukarela, pemerintah tidak hanya melindungi hak-
hak individu, tetapi juga memastikan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan
untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting. Masyarakat perlu
diyakinkan bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan untuk pembangunan
yang bermanfaat bagi mereka.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan amnesti pajak tidak dapat
diabaikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman
masyarakat tentang manfaat program ini. Banyak individu yang masih skeptis
terhadap sistem perpajakan dan merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak
sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Oleh karena itu, pemerintah perlu
melakukan edukasi yang lebih intensif untuk menjelaskan bagaimana pajak dapat
digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Edukasi juga harus mencakup informasi tentang prosedur dan regulasi yang
berlaku dalam program pengungkapan sukarela. Banyak wajib pajak yang merasa
bingung tentang cara melaporkan aset mereka dan kekhawatiran akan konsekuensi
hukum yang mungkin timbul. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyediakan panduan
yang jelas dan mudah dipahami agar masyarakat merasa lebih nyaman untuk
berpartisipasi dalam program ini.

Program pengungkapan sukarela (PPS) juga memiliki potensi yang signifikan
dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Data menunjukkan bahwa pada tahun
pertama pelaksanaan PPS, terdapat peningkatan sekitar 30% dalam jumlah wajib
pajak yang mendaftar dibandingkan tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak,
2022). Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk
melaporkan aset mereka secara sukarela, mereka cenderung merespons positif.
Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan upaya lebih lanjut untuk
mengatasi kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur
dan regulasi yang berlaku.

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan program ini tidak hanya
bergantung pada jumlah wajib pajak yang mendaftar, tetapi juga pada kualitas
informasi yang diberikan kepada mereka. Pemerintah perlu memastikan bahwa wajib
pajak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan dan akurat
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mengenai program ini. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi,
termasuk media sosial, seminar, dan workshop yang melibatkan masyarakat secara
langsung.

Peran teknologi juga sangat penting dalam mendukung implementasi
kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela. Dengan
memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat menciptakan platform yang
memudahkan wajib pajak untuk melaporkan aset mereka secara online. Ini tidak
hanya akan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak, tetapi juga
meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data dan pengawasan.

Dalam konteks Magashid Syariah, penggunaan teknologi juga sejalan dengan
prinsip perlindungan akal. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat
kepada wajib pajak, pemerintah dapat membantu mereka membuat keputusan yang
lebih baik terkait kewajiban perpajakan mereka. Ini juga dapat mengurangi potensi
kesalahan yang mungkin terjadi akibat kurangnya informasi atau pemahaman yang
jelas.

Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan
amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela terhadap budaya kepatuhan
pajak di Indonesia. Jika masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari program ini,
seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, mereka akan Ilebih
cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka di masa depan. Ini akan
menciptakan siklus positif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pengelola dan pengawas pajak
menjadi sangat krusial. Pemerintah harus berkomitmen untuk menggunakan dana
yang diperoleh dari pajak untuk kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa
pengelolaan pajak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mendorong
partisipasi aktif dalam program amnesti pajak dan pengungkapan sukarela.

Secara keseluruhan, analisis kebijakan amnesti pajak dan program
pengungkapan sukarela dari perspektif Magashid Syariah menunjukkan bahwa ada
potensi besar untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan harta. Namun,
tantangan yang ada harus diatasi melalui edukasi, transparansi, dan penggunaan
teknologi yang tepat. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini dapat
memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara, serta mendorong
partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis. Kajian pustaka dipilih sebagai metode utama karena fokus
penelitian ini adalah memahami dan menganalisis konsep kebijakan amnesti pajak
dan program pengungkapan sukarela berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer wawancara, literatur
sekunder, dan dokumen resmi terkait kebijakan fiskal dan ekonomi Islam. Dalam
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penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan
pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau pengalaman manusia. Teknik-
teknik ini dirancang untuk mengumpulkan data yang utama menggunakanindept
interview dengan nara sumber yang kompeten seperti dirjend pajak, akademisi dan
para praktisi di dunia usaha. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif
menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengelola, mengode, dan menganalisis
data teks, audio, dan video. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas kajian
pustaka ini, peneliti menggunakan beberapa strategi, termasuk triangulasi sumber
dan kritik sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan penerimaan pajak. Dalam melaksanakan
tugasnya, DJP tidak hanya berfokus pada pengumpulan pajak, tetapi juga pada
penegakan hukum perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, serta peningkatan
kepatuhan pajak.

1. Kebijakan dan Implementasi Tax Amnesti dari perspektif Maqashid
Syariah

Dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Pajak, terungkap bahwa
kebijakan amnesti pajak yang diterapkan di Indonesia memiliki tujuan yang sejalan
dengan prinsip-prinsip Magashid Syariah. Maqashid Syariah, yang terdiri dari lima
tujuan utama yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi acuan
dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, amnesti pajak
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi
penghindaran pajak yang selama ini menjadi masalah serius dalam sistem perpajakan
di Indonesia.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2016,
program amnesti pajak berhasil mengumpulkan sekitar Rp 147 triliun dari 1,1 juta
wajib pajak yang berpartisipasi (Kemenkeu, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa
kebijakan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk
mengungkapkan aset yang belum dilaporkan, tetapi juga berkontribusi pada
peningkatan pendapatan negara. Dari perspektif Maqgashid Syariah, ini merupakan
langkah yang positif karena dapat memperkuat perekonomian negara dan
memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dirjend Pajak menjelaskan bahwa amnesti pajak juga bertujuan untuk
menciptakan keadilan sosial. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak
untuk mengungkapkan aset secara sukarela tanpa dikenakan sanksi, diharapkan akan
tercipta kesetaraan di antara wajib pajak. Dalam konteks ini, prinsip keadilan sosial
dalam Magqashid Syariah dapat tercapai, di mana setiap individu memiliki
kesempatan yang sama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun
banyak yang berpartisipasi, masih ada segmen masyarakat yang skeptis terhadap
kebijakan amnesti pajak. Skeptisisme ini sering kali berkaitan dengan
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ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu
adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sehingga masyarakat dapat lebih percaya dan
berpartisipasi secara aktif dalam program ini.

Dalam kesimpulan wawancara ini, Dirjend Pajak menekankan pentingnya
edukasi dan sosialisasi mengenai amnesti pajak. Masyarakat perlu memahami bahwa
kebijakan ini bukan hanya sekadar pengampunan, tetapi juga merupakan bagian dari
upaya untuk membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Dengan
demikian, amnesti pajak dapat dilihat sebagai langkah strategis dalam mencapai
tujuan Magqashid Syariah, yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan
sumber daya yang lebih baik.

Wawancara dengan akademisi tentang amnesti pajak dari perspektif
Magashid Syariah. Wawancara dengan Informan dari akademisi yang berfokus pada
studi Islam dan ekonomi syariah memberikan pandangan yang mendalam mengenai
amnesti pajak dari perspektif Maqashid Syariah. Akademisi menyatakan bahwa
amnesti pajak dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan maqashid,
terutama dalam melindungi harta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, amnesti pajak bukan hanya sekadar kebijakan fiskal, tetapi juga
merupakan langkah moral yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan
kesejahteraan.

Dalam analisisnya, Informan dari akademisi menyatakan bahwa amnesti
pajak dapat membantu mengurangi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.
Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum
terungkap, kebijakan ini berpotensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di
masyarakat. Data menunjukkan bahwa tingkat ketidakadilan pendapatan di
Indonesia cukup tinggi, dengan rasio Gini mencapai 0,39 pada tahun 2021 (BPS,
2021). Oleh karena itu, amnesti pajak dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki
distribusi kekayaan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Informana juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan
amnesti pajak. Dalam perspektif Maqashid Syariah, transparansi merupakan salah
satu prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk mencapai keadilan. Tanpa adanya
transparansi, masyarakat akan sulit untuk mempercayai bahwa amnesti pajak benar-
benar memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu
memastikan bahwa hasil dari amnesti pajak digunakan untuk program-program yang
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Lebih lanjut, Informan dari akademisi tersebut menjelaskan bahwa amnesti
pajak juga dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap kesalahan yang
dilakukan oleh wajib pajak. Dalam Islam, pengakuan atas kesalahan dan permohonan
ampun merupakan langkah penting dalam proses perbaikan. Dengan memberikan
kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa sanksi
yang berat, amnesti pajak mencerminkan prinsip pengampunan yang dianjurkan
dalam ajaran Islam.

Amnesti pajak, jika dilaksanakan dengan baik, dapat menjadi instrumen yang
efektif dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah. Namun, keberhasilan kebijakan ini
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sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip
keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian,
amnesti pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan
negara.

Wawancara dengan Pengusaha tentang amnesti pajak dari perspektif
Magashid Syariah. Dalam wawancara dengan Informan dari pengusaha yang terlibat
dalam program amnesti pajak, terungkap bahwa kebijakan ini memberikan peluang
yang sangat berarti bagi dunia usaha. Pengusaha tersebut menjelaskan bahwa
amnesti pajak memungkinkan mereka untuk mengatur kembali aset dan kewajiban
pajak mereka dengan lebih baik. Dari perspektif Maqashid Syariah, hal ini sejalan
dengan tujuan untuk melindungi harta dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Informan Pengusaha juga menyoroti pentingnya keadilan dalam pelaksanaan
amnesti pajak. la menyatakan bahwa setiap pengusaha seharusnya memiliki
kesempatan yang sama untuk mengungkapkan aset mereka tanpa takut akan sanksi
yang berat. Dalam hal ini, amnesti pajak dapat mendorong pengusaha untuk lebih
patuh dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Data menunjukkan
bahwa partisipasi pengusaha dalam program amnesti pajak meningkat signifikan,
dengan lebih dari 70% pengusaha kecil dan menengah yang berpartisipasi pada
tahun 2016 (Kemenkeu, 2017).

Namun, pengusaha juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi
dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman
mengenai prosedur amnesti pajak di kalangan pengusaha. Banyak dari mereka yang
merasa bingung tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengikuti
program ini. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif untuk
memastikan bahwa semua pengusaha, terutama yang berasal dari sektor informal,
dapat memanfaatkan kesempatan ini.

Lebih lanjut, pengusaha tersebut menekankan pentingnya penggunaan dana
yang diperoleh dari amnesti pajak untuk program-program yang bermanfaat bagi
masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penggunaan dana tersebut harus
diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, amnesti pajak tidak
hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara
keseluruhan.

Amnesti pajak dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan budaya
kepatuhan pajak yang lebih baik di Indonesia. Dengan memberikan kesempatan
kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan mereka, amnesti pajak dapat
membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh
karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus berkomitmen dalam menerapkan
prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam setiap kebijakan perpajakan yang diambil.

2. Kebijakan dan Implementasi Program Pengungkapan Sukarela dari
perspektif Maqashid Syariah
Dalam wawancara yang dilakukan dengan Direktur Jenderal Pajak,
menjelaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu
upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari perspektif
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Magashid Syariah, program ini sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu menjaga
harta dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, PPS diharapkan
dapat meningkatkan penerimaan negara yang pada gilirannya akan digunakan untuk
kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Menurut data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2022, PPS berhasil
mengumpulkan sekitar Rp 60 triliun dari pengungkapan harta yang sebelumnya tidak
dilaporkan (Kementerian Keuangan, 2022).

Dirjend Pajak menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam
sistem perpajakan. Dalam pandangan Maqashid Syariah, keadilan merupakan salah
satu prinsip yang harus diterapkan dalam setiap kebijakan. Program ini tidak hanya
memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta mereka
tanpa dikenakan sanksi, tetapi juga menciptakan iklim yang lebih adil bagi seluruh
masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif di antara
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam program
ini. Data menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan PPS, terdapat
peningkatan sekitar 30% dalam jumlah wajib pajak yang mendaftar dibandingkan
tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa
program ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga
dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan.

Dirjend Pajak juga mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi
program ini. Beberapa wajib pajak masih merasa ragu untuk mengungkapkan harta
mereka karena takut akan konsekuensi hukum di masa depan. Dalam perspektif
Magashid Syariah, hal ini menimbulkan dilema etis, di mana kejujuran dan
transparansi harus diutamakan, tetapi di sisi lain, ada ketakutan yang dapat
menghambat partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis
dan edukatif untuk mengatasi kekhawatiran ini.

Dirjend Pajak menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak
hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga
sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak
dalam perspektif Magashid Syariah. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat
berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Dalam wawancara dengan akademisi yang memiliki fokus penelitian pada
perpajakan dan hukum Islam, dijelaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela
seharusnya dilihat sebagai langkah strategis dalam mencapai tujuan Maqashid
Syariah. Menurut Informan menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dari
Magashid Syariah adalah untuk menjaga harta dan mendorong kesejahteraan
masyarakat. Dalam konteks ini, PPS memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk
mengungkapkan harta mereka secara sukarela, sehingga dapat meningkatkan
keadilan sosial dan ekonomi.

Informan dari Akademisi juga menggarisbawahi pentingnya edukasi dalam
pelaksanaan PPS. Data menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang tidak
memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan mereka. Sebuah survei yang dilakukan
oleh Universitas Indonesia pada tahun 2023, sekitar 45% responden mengaku tidak
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memahami peraturan perpajakan yang berlaku (Universitas Indonesia, 2023). Hal ini
menunjukkan perlunya program edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak dalam kerangka
Magashid Syariah.

Lebih lanjut, akademisi menekankan bahwa keberhasilan PPS tidak hanya
diukur dari jumlah penerimaan pajak yang meningkat, tetapi juga dari dampak sosial
yang ditimbulkan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kebijakan perpajakan harus
mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu,
penting untuk melakukan evaluasi terhadap dampak sosial dari program ini,
terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Kasus yang diangkat atas keberhasilan PPS dalam meningkatkan partisipasi
wajib pajak dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Menurut data dari
Kementerian Koperasi dan UKM, partisipasi UKM dalam PPS meningkat hingga 25%
pada tahun 2022 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Hal ini menunjukkan
bahwa program ini berhasil menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya
kurang terlibat dalam kewajiban perpajakan.

Program Pengungkapan Sukarela memiliki potensi besar untuk mendukung
tujuan Magashid Syariah. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan
pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi, evaluasi dampak sosial, dan
keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Wawancara dengan Pengusaha muslim tentang Program Pengungkapan
Sukarela tentang kewajiban pajak dari perspektif Magashid Syariah. Wawancara
dengan pengusaha yang terlibat dalam Program Pengungkapan Sukarela
mengungkapkan pandangan yang menarik mengenai kewajiban pajak dari perspektif
Magashid Syariah. Menurut pengusaha tersebut, PPS memberikan kesempatan yang
baik bagi mereka untuk membersihkan nama baik perusahaan mereka dan
menunjukkan komitmen terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks syariah, hal
ini sejalan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial.

Pengusaha menyatakan bahwa partisipasi dalam PPS tidak hanya bermanfaat
bagi pemerintah, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Dengan mengungkapkan
harta yang sebelumnya tidak dilaporkan, perusahaan dapat mengurangi risiko audit
dan sanksi di masa depan. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia menunjukkan
bahwa lebih dari 70% pengusaha yang berpartisipasi dalam PPS merasa lebih tenang
dan percaya diri dalam menjalankan usaha mereka setelah mengungkapkan
kewajiban pajak mereka (Asosiasi Pengusaha Indonesia, 2023).

Namun, di sisi lain, pengusaha tersebut juga mengungkapkan beberapa
kendala yang dihadapi dalam proses pengungkapan. Salah satunya adalah kurangnya
pemahaman mengenai prosedur dan regulasi yang berlaku. Menurut survei yang
dilakukan oleh lembaga riset, sekitar 60% pengusaha mengaku merasa bingung
dengan proses pengungkapan yang rumit (Lembaga Riset Ekonomi, 2023). Dalam
perspektif Maqgashid Syariah, hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan
prosedur dan peningkatan transparansi dalam kebijakan perpajakan.

Dampak positif PPS terlihat pada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya
ragu untuk melaporkan pajak mereka. Dengan adanya program ini, banyak dari
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mereka yang akhirnya memilih untuk berpartisipasi, yang pada gilirannya
meningkatkan basis pajak dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Hal ini
sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya kolaborasi
antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Program Pengungkapan Sukarela memiliki dampak positif yang signifikan
dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung tujuan Magashid Syariah.
Namun, untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal
edukasi dan penyederhanaan prosedur pengungkapan.

3. Implikasi Kebijakan Amnesti Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela
Perspektif Maqashid Syariah

Dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), terungkap
bahwa kebijakan amnesti pajak yang diterapkan di Indonesia memiliki tujuan utama
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Menurut
data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2021, penerimaan pajak
mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya, yang
sebagian besar dipicu oleh program amnesti pajak. Dalam perspektif maqashid
syariah, kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keadilan sosial, di
mana setiap individu dan entitas diharapkan berkontribusi terhadap pembangunan
negara.

Dirjen Pajak menjelaskan bahwa program pengungkapan sukarela
memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum
terdaftar tanpa dikenakan sanksi. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah
yang menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.
Dalam hal ini, pengungkapan sukarela dianggap sebagai langkah positif untuk
menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, salah satu
kendala utama adalah masih adanya stigma negatif terhadap pajak di kalangan
masyarakat. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, sekitar
60% responden menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk
pembangunan. Dalam konteks maqashid syariah, hal ini menunjukkan perlunya
edukasi dan sosialisasi yang lebih baik mengenai pentingnya pajak sebagai instrumen
untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dirjen Pajak mengatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan
sektor swasta dalam mendukung kebijakan amnesti pajak. Dalam wawancara
tersebut, beliau menyatakan bahwa dukungan dari pengusaha sangat dibutuhkan
untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kepatuhan pajak. Sebagai contoh,
beberapa perusahaan besar telah berinisiatif untuk memberikan pelatihan dan
informasi kepada karyawan mereka mengenai kewajiban pajak, yang sejalan dengan
prinsip magashid syariah yang mendorong kolaborasi dan saling mendukung dalam
mencapai tujuan bersama.

Kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memiliki
implikasi yang signifikan dalam perspektif maqashid syariah. Dengan pendekatan
yang tepat, kebijakan ini dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Dalam wawancara dengan Informan akademisi yang ahli dalam bidang
perpajakan dan maqashid syariah, terungkap bahwa kebijakan amnesti pajak dan
program pengungkapan sukarela merupakan langkah strategis dalam meningkatkan
kepatuhan pajak di Indonesia. Informan dari Akademisi menekankan bahwa dalam
perspektif magashid syariah, kebijakan ini seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut
pandang peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari aspek keadilan dan
kesejahteraan masyarakat.

Akademisi tersebut juga mengungkapkan bahwa program pengungkapan
sukarela dapat menjadi instrumen untuk mendorong kesadaran masyarakat akan
pentingnya pajak. Dalam konteks maqashid syariah, pajak dilihat sebagai salah satu
cara untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti pengurangan kemiskinan
dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Menurut data dari Badan Pusat
Statistik, sekitar 25% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan,
dan pajak yang diterima dapat digunakan untuk program-program sosial yang
mendukung pemberdayaan masyarakat.

Implementasi kebijakan ini harus disertai dengan transparansi dan
akuntabilitas. Dalam perspektif maqashid syariah, kejujuran dalam pengelolaan dana
publik merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme
pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pajak
digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu.

Dalam wawancara tersebut, Informan dari akademisi juga menyampaikan
bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari
kebijakan amnesti pajak. Data dari International Monetary Fund (IMF) menunjukkan
bahwa negara-negara yang menerapkan amnesti pajak sering kali mengalami
peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka pendek, namun dampak jangka
panjangnya masih perlu diteliti lebih dalam. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid
syariah yang menekankan pentingnya perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan.
Kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memiliki potensi
untuk mendukung tujuan maqashid syariah, asalkan diimplementasikan dengan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

Dalam wawancara dengan pengusaha yang berpengalaman dalam industri,
terungkap bahwa kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela
memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Pengusaha tersebut menjelaskan
bahwa dengan adanya kebijakan ini, mereka merasa lebih aman untuk melaporkan
aset dan pendapatan mereka tanpa takut akan sanksi yang berat. Hal ini sejalan
dengan prinsip maqashid syariah yang mengedepankan keadilan dan perlindungan
terhadap hak-hak individu.

Pengusaha tersebut juga menyampaikan bahwa program pengungkapan
sukarela dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Dalam era
transparansi yang semakin meningkat, perusahaan yang bersedia mengungkapkan
kewajiban pajaknya akan dipandang lebih positif oleh konsumen. Menurut hasil
survei yang dilakukan oleh Nielsen, sekitar 70% konsumen lebih memilih untuk
berbelanja di perusahaan yang transparan dalam hal pajak dan tanggung jawab sosial.
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Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi
juga bagi perusahaan itu sendiri.

Informan pengusaha juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi
dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman
tentang kewajiban pajak di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Banyak dari
mereka yang masih merasa ragu untuk melaporkan aset mereka karena kurangnya
informasi dan edukasi mengenai proses tersebut. Dalam konteks maqashid syariah,
hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan
masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha.

Dalam wawancara tersebut, pengusaha juga menekankan pentingnya
dukungan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
kepatuhan pajak. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan
yang secara sukarela melaporkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid
syariah yang mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk
mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan, wawancara dengan pengusaha menunjukkan bahwa
kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memiliki potensi
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ekosistem yang lebih
baik bagi pelaku usaha, asalkan diimbangi dengan edukasi dan dukungan yang
memadai dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Pajak, akademisi, dan
pengusaha, dapat disimpulkan bahwa kebijakan amnesti pajak dan program
pengungkapan sukarela memiliki implikasi yang signifikan dalam perspektif
maqashid syariah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan
penerimaan pajak, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini,
seperti stigma negatif terhadap pajak dan kurangnya pemahaman di kalangan
masyarakat, perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih baik.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya kolaborasi antara
pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mendukung kebijakan ini. Selain itu,
perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, kebijakan
amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela dapat berkontribusi pada
pencapaian tujuan maqashid syariah dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Implikasi dari kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela
bagi pembangunan ekonomi sangatlah signifikan. Dengan meningkatnya penerimaan
pajak, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai program-
program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurut data
dari Bank Dunia, setiap peningkatan 1% dalam penerimaan pajak dapat
berkontribusi pada pengurangan kemiskinan sebesar 0,5%.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan
ekonomi. Adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pengusaha yang
melaporkan pajaknya, diharapkan akan muncul lebih banyak investasi baru yang
dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
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Dalam perspektif maqgashid syariah, hal ini sejalan dengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Program
edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan
organisasi masyarakat sipil, dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan
ini. Dengan demikian, kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela
dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

1. Kebijakan dan Implementasi Tax Amnesti dari Perspektif Maqgashid Syariah
Amnesti pajak merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah
untuk mendorong wajib pajak agar mengungkapkan aset yang belum dilaporkan.
Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan ini dapat dianalisis melalui lima tujuan
utama syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, amnesti pajak
bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak.
Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pentingnya keadilan dan
transparansi dalam pengelolaan harta (Al-Qardawi, 1999).

Dalam implementasinya, amnesti pajak di Indonesia pada tahun 2016 berhasil
mengumpulkan Rp 147 triliun dari pengungkapan aset yang sebelumnya tidak
dilaporkan. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu mendorong para
wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam sistem perpajakan (Direktorat Jenderal
Pajak, 2017). Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya
pemahaman masyarakat tentang manfaat amnesti pajak dan stigma negatif terhadap
kebijakan ini. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih baik diperlukan
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari sudut pandang magqashid syariah, amnesti pajak juga berfungsi untuk
melindungi harta. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk
mengungkapkan aset mereka tanpa dikenakan sanksi, kebijakan ini mendorong
kepatuhan dan mengurangi potensi penghindaran pajak yang dapat merugikan
perekonomian negara (Sukmana, 2018). Kebijakan ini juga diharapkan dapat
menciptakan keadilan sosial, di mana semua lapisan masyarakat berkontribusi
terhadap pembangunan melalui pajak.

Amnesti pajak bukanlah solusi jangka panjang. Penelitian oleh Zainuddin
(2020) menunjukkan bahwa kebijakan ini harus diikuti dengan reformasi perpajakan
yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan penerimaan pajak. Hal ini
sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengharuskan adanya upaya
berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan amnesti pajak dari perspektif maqashid syariah memberikan
peluang untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat basis pajak. Namun,
keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan
dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
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2. Kebijakan dan Implementasi Program Pengungkapan Sukarela dari
Perspektif Maqashid Syariah

Program pengungkapan sukarela (PPS) adalah upaya pemerintah untuk
memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang belum
dilaporkan dengan imbalan keringanan sanksi. Dari perspektif maqgashid syariah,
program ini dapat dianggap sebagai langkah positif untuk mencapai tujuan
perlindungan harta dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, PPS diharapkan dapat
mengurangi ketidakadilan yang terjadi akibat penghindaran pajak dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Mardani, 2021).

Implementasi PPS di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada
tahun 2021, pemerintah meluncurkan program ini dengan target pengungkapan aset
sebesar Rp 100 triliun. Namun, realisasinya hanya mencapai sekitar Rp 50 triliun,
menunjukkan adanya tantangan dalam menarik minat wajib pajak untuk
berpartisipasi (Kementerian Keuangan, 2022). Salah satu faktor yang mempengaruhi
rendahnya partisipasi adalah kurangnya pemahaman tentang manfaat dari program
ini serta ketidakpastian hukum yang menyertainya.

Dalam konteks maqashid syariah, program pengungkapan sukarela juga
berfungsi untuk melindungi jiwa dan akal. Dengan memberikan kesempatan kepada
wajib pajak untuk mengungkapkan aset mereka, program ini mengurangi tekanan
psikologis yang dialami oleh mereka yang hidup dalam ketakutan akan sanksi. Selain
itu, program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya
membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara (Hassan,
2019).

Untuk mencapai tujuan maqashid syariah secara maksimal, perlu adanya
kebijakan pendukung yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan pajak. Penelitian oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah
mengelola dan menggunakan dana pajak yang diterima. Oleh karena itu, penting bagi
pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam penggunaan dana pajak untuk
kepentingan publik.

Program pengungkapan sukarela dari perspektif maqashid syariah dapat
menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan
keadilan sosial. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada
implementasi yang transparan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

3. Implikasi Kebijakan Amnesti Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela
Perspektif Maqashid Syariah

Implikasi dari kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela
sangat signifikan dari perspektif maqashid syariah. Kebijakan ini tidak hanya
berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga pada pembangunan
sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerimaan pajak yang
meningkat dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang
bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
(Bappenas, 2021).
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Dari perspektif maqashid syariah, peningkatan penerimaan pajak melalui
amnesti dan pengungkapan sukarela juga dapat berkontribusi pada perlindungan
jiwa dan akal. Dengan adanya dana yang cukup, pemerintah dapat meningkatkan
kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah untuk menciptakan kehidupan yang
lebih baik bagi seluruh umat manusia (Al-Ghazali, 2000).

Kebijakan ini juga memiliki risiko, terutama jika tidak diikuti dengan
reformasi perpajakan yang menyeluruh. Penelitian oleh Nasution (2021)
menunjukkan bahwa amnesti pajak dapat menciptakan ketidakadilan jika tidak
diatur dengan baik, di mana mereka yang tidak mengikuti program ini merasa
dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua
wajib pajak diperlakukan secara adil dan setara.

Implikasi dari kebijakan ini juga mencakup aspek moral dan etika dalam
pengelolaan pajak. Dalam perspektif magashid syariah, pajak bukan hanya sekadar
kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Oleh karena
itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat tentang
pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan bersama
(Sari, 2022).

Kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memiliki
implikasi yang luas dari perspektif maqashid syariah. Dengan implementasi yang
tepat dan dukungan dari semua pihak, kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang
signifikan bagi masyarakat dan negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis, terlihat bahwa kebijakan amnesti pajak dapat memberikan
dampak positif bagi perekonomian, terutama dalam meningkatkan basis pajak dan
mengurangi penghindaran pajak. Namun, dalam konteks maqashid syariah, penting
untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu,
tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan
dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama maqashid
syariah.

Selanjutnya, program pengungkapan sukarela juga menunjukkan potensi
yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui program ini, wajib
pajak didorong untuk melaporkan harta mereka secara sukarela, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara. Namun, perlu adanya
pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa program ini tidak disalahgunakan
oleh segelintir orang untuk menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya.

Dari perspektif maqashid syariah, keberhasilan dari kebijakan amnesti pajak
dan program pengungkapan sukarela ini sangat bergantung pada integritas dan
transparansi dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini harus dirancang untuk mendorong
perilaku yang etis dan bertanggung jawab di kalangan wajib pajak, sehingga dapat
menciptakan iklim kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
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Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran
yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan amnesti pajak dan
program pengungkapan sukarela. Pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi
yang lebih intensif mengenai kebijakan ini agar masyarakat memahami manfaat dan
tujuan dari program tersebut. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam program pengungkapan sukarela.Kedua, penting untuk
membangun sistem pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan amnesti pajak.
Pengawasan yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan kebijakan ini oleh
pihak-pihak tertentu. Pemerintah dapat melibatkan lembaga independen untuk
melakukan audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan amnesti pajak secara
berkala.Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif
tambahan bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam program pengungkapan
sukarela. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak atau penghargaan bagi
individu atau perusahaan yang menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan
pajak. Hal ini akan mendorong lebih banyak wajib pajak untuk
berpartisipasi.Keempat, dalam konteks maqashid syariah, penting bagi pemerintah
untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi,
tetapi juga memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya
mempertimbangkan alokasi dana yang diperoleh dari amnesti pajak untuk program-
program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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